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Mehirhbang

' Mengingét

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANY AR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2)

Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati |

tentang Pedoman Penyusunan, - Perubahan = dan

: Pertanggunaiwaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Tahun Anggaran 2021;

1.

Undang-Undang Nomor 13 " Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam ngkungan

- Provinsi Jawa Tengah; . |
. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4287), | : |
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 ,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5495»

Undang-Undang Nornor 23 Tahun 20 14 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

‘Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
“dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245),;



i

. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
~ Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peratulfan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan " Pelaksanaan

_’_Undan‘g-Undang ‘Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

~ (Lembaran Negara Republik IndoneSia Tahun 2019 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6327); | | | .
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 20 19 tentang
Pengelolaan __Keuangan_ Daerah (Lembaran Negara Repubhk

. Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Repubhk Indonesia Nomor 6322); ,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang ~ Pedoman Pengelolaan - Keuangan Daerah,
sebagaimaxia telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam

10.

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

- Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 20 Tahun 2018
,tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berlta Negara Repubhk
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); ,

Peraturan Menteri Desa, Pembanguhan Daerah Tertlnggal
dan Transmlgra31 Nomor 12 Tahun 2020 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18
tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan

Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar
Tahun 2015 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Karanganyar Nomor 443), vsebag'aima’na telah

- diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar

Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 tahun 2015

tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat
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: Menetapkan

- 11,

12.

- 13.

14,

Desa (Lerﬁbaran Daerah Kabu'vp'atén V‘Karangar‘lyar Tahun-
2016 Nomor 11, Tambahan Le:_ribaran Daerah Kabupaten
Karanganyar Nomor 63);

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun
2017 ' tentang Kewenangan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 74);
Peraturan'}‘Daerah}Kabupatén Karanganyar Nomor 17 Tahun

2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa -

(Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015
Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Karanganyar Nomor 42); '

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun

2019 tcntang Rencana Pembangunan. Jangka Menengah
Daerah Tahun 2018 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten

‘Karanganyar Tahun 2019 Nomor 10);

Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2019 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah

Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 99),

MEMUTUSKAN

: .PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN

PERUBAHAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN _BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

BABI |
KETENTUAN UMUM -

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupatl ini yang dlmaksud dengan

2.

3.

Bupatl adalah Bupati Karanganyar _
Daerah adalah Kabupaten Karanganyar
Pemermtah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah s
sebagai unsur penyclenggara pemerintahan daerah.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mem1hk1
batas wilayah ~ yang berwenang untuk mengatur dan

v'mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat

setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul



dan/atau hak tré_adisional yang diakui dan dihormati dalam

| - sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan danv;'kepentingan masyarakat setempat dalam

~ sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan

~nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi

10.

1L
| ‘ dapatv dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang

12,

pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari
penduduk Desa berdasarkan keterwakﬂan w1layah dan
dltetapkan secara demokrat1s

Pemenntah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Anggaran Pendapatan dan Bvelanjé Desa, selanjutnya disebut
APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan
Desa.'"_ | S o .

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana ”'kéuangan tahunan
penierintahan daerah Kabupaten Karanganyar yang disetujui
oleh Dewan Perwakllan Rakyat Daierah‘ Kabupaten '
Karanganyar - :

Pedoman Penyusunan APB Desa adalah pokok-pokok
kebijakan yang harus dlpedomam dan dilaksanakan oleh

i | pemenntahan desa dalam penyusunan dan penetapan APB

_ Desa

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang

dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan
kewajiban Desa. . .
Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan keglatan

- yang meliputi perencanaan, pelaksanaan penatausahaan,

.13

pelaporan dan pertanggungiaWaban keuangan desa.
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan ' Desa, yang
selanjutnya dlsmgkat PKPKD adalah- Kepala Desa atau

sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai

- kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan

14,

keuangan desa. o . ;
Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang-selanjutnya
disingkat PPKD, adalah perangkat desa yang melaksanakan



pengelolaan keuangan desa berdasarkan Képutusan Kepala

‘- - Desa yang menguasakan sebaglan kekuasaan PKPKD.

- 15. Pemerintah Pusat yang selanjutnya d1sebut Pemenntahv

adalah = Presiden Repubhk Indonesia yang memegangi
kekuasaan pemenntahan negara ' Repubhk Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara

, Repubhk Indonesia Tahun 1945.
16.

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya

~ disebut Pemerintah Provinéi adalah Gubernur Jawa Tengah

sebagai unsur penyelenggara Pemenntahan Daerah yang

,' memlmpm pelaksanaan urusan pemenntahan yang menjadi

17

kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya

-disingkat APBN ‘adalah rencana keuangan tahunan

_pémerintahan negara yang diSetujtii oleh Dewan Perwakilan
| Rakyat. - '
18.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang

‘selanjutnya - disingkat APBD Provinsi adalah rencana

keuangan tahunan pemenntahan daerah Provinsi Jawa

' Tengah yang dlsetuJul oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

| Provinsi Jawa Tengah.

‘-Pasalz” |

Pedoman Penyusunan, Perubahan dan Pertanggung]awaban APB

Desa meliputi:

a.

sinkronisasi - kebijakan Pemerintah Daei'ah dengan

kewenangan desa, Rencana 'Kerja Pemerintah- Desa (RKP

Desa) dan kebljakan pnontas penggunaan Dana Desa;

‘prinsip penyusunan, Perubahan dan Pertanggung]awaban '

" APB Desa; -

kebijakan penyusunan, Perubahan dan Pertanggung;awaban‘

APB Desa;

tekms penyusunan Perubahan dan Pertanggung]awaban APB

Desa, dan

hal khusus lainnya dalam penyusunan, Perubahan dan‘

Pertanggung]awaban APB Desa

e o ¢ e



~ SEKRETARIS DAERAH
~ KABUPATEN KARANGANYAR

R Pasal3 | - .
- Pedoman Penyusunan, erubahan dan Pertanggungjawaban APB'
. Desa sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam
. Lamplran yang merupakan baglan yang tldak terplsahkan dari
Peraturan Bupat1 in. » o
L o Pasal4 v
- Peraturan Bupat1 ini mulau berlaku pada tanggal dmndangkan

Agér Setiép | orang mengetahumya ‘ memerintahkari -
pengundangan Peraturan Bupatl ini dengan penempatannya-
‘ dalam Benta Daerah Kabupaten Karanganyar '

_ Dit'citépkan‘ di Karanganyar
. _pada tanggal 9 November 2020
' BUPATI KARANGANYAR,

 JULIYATMONO -
v Dlundangkan d1 Karanganyar
pada tanggal 9 November 2020

Ll SUTARNO 3 | | - | |
o BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2020 NOMOR 00 -

f_’v;Sahnan sesuau dengan ashnya S
B SEKRETARIAT DAERAH |

NIP 197 ' 311 1 9903 1009 I



LAMPIRAN
" PERATURAN BUPATI KARANGANYAR ‘

NOMOR 94 TAHUN 2020
TENTANG |

PEDOMAN . PENYUSUNAN, PERUBAHAN
DAN - PERTANGGUNGJAWABAN

~ ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
- DESA TAHUN ANGGARAN 2021

PEDOMAN PENYUSUNAN, PERUBAHAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN KEWENANGAN
DESA, RKP DESA DAN KEBIJAKAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
Agar Program Pembangunan Daerah ‘Tahun 2021 dapat tercapai/
terwujud maka pemerintah desa mendukung sesuai dengan potensi dan
~ kondisi masing-masing desa. Keberhasilan pencapaian sasaran dan bidang-
_ bidang pembangunan daerah dimaksud akan dipengaruhi antara lain karena
~ ada tidaknya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah desa dengan
~* Pemerintah Daerah yang dltuangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa
(RKPDesa) Tahun 2021. Sesuai ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang- Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, belanja desa diprioritaskan untuk
‘memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah
Desa dan sesuai dengan prioritas Pcmenntah Daerah, Pemerintah Daerah
‘Provinsi dan Pemerintah. - :

. PRINSIP PENYUSUNAN, PERUBAHAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN APB
DESA ' \
Prinsip- pnn31p yang harus mcn_ladl menJad1 pegangan dalam
- penyusunan, perubahan dan pertanggungjawaban APB Desa :
1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Desa
" berdasarkan bidang dan kewenangannya.
‘2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dari Jadwal yang telah dltetapkan
- dalam peraturan perundang-undangan.
3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan
- mendapatkan akses informasi seluas- luasnya tentang APB Desa.
. Partisipatif, melibatkan peran serta masyarakat. .
. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan. :
Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih
- tinggi dan peraturan daerah lainnya

o vl b

. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APB DESA :
.Kebijakan yang perlu mendapat perhahan pemenntah Desa dalam

'penyusunan APB Desa, terkazt dengan pendapatan, belanja dan pemblayaan
~adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa :
‘a. Kelompok Pendapatan Ash Desa rnehputl
1} hasil usaha meliputi bagi hasil BUM Desa;
2) hasil aset meliputi pengelolaan tanah kas Desa, tanah bengkok
‘pasar Desa tempat pemandian umuin, jaringan irigasi, dan hasil



3) Bldang Pemberdayaan Masyarakat Desa
. a). Pemngkatan kapa81tas bagi Kepala Desa 5
'b) Peningkatan kapasitas Perangkat Desa; dan
~© " ¢) Peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa
. 4) Lain-lain kegiatan prioritas antara lain :
 a) Penyediaan alokasi anggaran pada bldang
'~ Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan
o Mendesak Desa. -
- b) Penanggulangan lanjutan atas dampak COVID 19 v
'~ c) Penggunaan Dana Desa berdasarkan ketentuan peraturan
B perundang—undangan R :

B Keglatan yang dalam pelaksanaannya merupakan penguatan peran, ,
" tugas dan fung81 PKK dalam pembangunan Desa sebagaimana angka 1

- "frfhuruf b merupakan upaya untuk meny1kap1 isu-isu strategm S
| Z:;pembangunan Desa C : ST

. Lain-lain kegiatan prlorltas yautu

o "~ a. Penyediaan alokasi anggaran pada bldang Penanggulangan e

Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

j:_b | Penanggulangan lanjutan atas dampak Covid-19.

Penggunaan Dana Desa berdasarkan ketentuan peraturan '
o perundang—undangan x : :
. Mempercepat daya serap anggaran, sehmgga dapat memperkecﬂ SlLPA '
 yang pada akh1rnya mampu menggerakkan perekonomla.n di desa. v

. Dalam rangka tertib administrasi, Pemenntah Desa agar menganggarkan‘, .

" pengadaan buku-buku administrasi desa sesuai dengan Peraturan —
. Menteri Dalam Negerl Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan

~ Keuangan Desa..

5. iDalam tata kelola keua_ngan dan penyusunan anggaran pemerlntaha.n )

‘f‘?@desa yang ba1k Pemenntah Desaperlu: - _ .
- a.'_melakukan upaya. penmgkatan kapasuas pengelolaan adrmmstrasx .
.- keuangan desa, baik . pada  perencanaan, - - pelaksanaan, =

penatausahaan maupun pertanggung]awaban mela]u1 perbaikan

},:'prosedur, penylapan 1nstrumen operasmnal pelat1han, momtormg

. dan evaluasi secara lebih akuntabel dan transparan,

. f.b. ;Pemermtah Desa dalam penyusunan anggaran, pelaksanaan, o

' penatausahaan dan - penylapan laporan : pertanggung]awabanv ‘
. pelaksanaan APB Desa secara cepat dan- akurat agar dlupayakan D

- dukungan terhadap pengembangan 1mplementa81 Slstem Informasr o

. Pengelolaan Keuangan Desa; -

cPemngkatan kapasitas kelembagaan- dan sumber daya ‘manusia .~

_aparatur pengelola keuangan desa melalui- penataan organlsam,",.
sosialisasi dan pelatlhan/ blmblngan teknis, penerapan teknologl’; o

"%‘j”}; informasi, - mengupayakan pengisian - (rekrutmen) perangkat yang- o

" memiliki keahlian di bidang pengelolaan keuangan desa.

o d ‘Monitoring dan evaluasi terhadap penyusunan anggaran, perubahan_‘:f-- B

- anggaran dan pertanggun'awaban pelaksanaan anggaran'_ i

a _:dllaksanakan oleh Camat kepada Desa; =

. e. Peningkatan akuntabilitas dan transparan31 pertanggun.awaban?”f |

- pelaksanaan APB Desa melalui penyusunan laporan keuangan secara - -

o tepat waktu dan penya31an laporan keuangan sesua1 dengan Standarv
- Akuntan31 yang berlaku I L :



o aset lamnya sesual dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul B

e dan kewenangan lokal berskala Desa;

L 4)

e rcahsa81 penenmaan Pendapatan Asli Desa tahun sebelumnya, L
. serta: ketentuan peraturan perundang—undangan terkait
o khususnya dalam pelaksanaan dan penentuan harga sewa dan |
“.. - atau hasil pengelolaan tanah mthk desa; .
e by
. Desa pada umumnya, agar tldak menetapkan kebuakan yang
memberatkan masyarakat ’ S

swadaya, pa.l'tISIPaSl, dan gotong royong mellputl penemmaan yangfb ‘
‘berasal dari sumbangan masyarakat Desa, dan Ch

pendapatan asl Desa lain meliputi hasil pungutan Desa.

Dalam - upaya pengelolaan Pendapatan , Ash - Desa, agar .
. '»memperhatlkan hal-hal sebaga1 berikut : - o

,Dalam merencanakan target Pcndapatan Ash Desa é,gar
o --‘mempertlmbangkan kondisi - perekonomlan yang ter]adl pada

tahun~tahun sebelumnya perklraan pertumbuhan ekonoml dan

'Vd)

Dalam ‘upaya pengelolaan dan penmgkatan Pendapatan Ash

3 -Penerlmaan desa dar1 tanah rmhk desa agar mencantumkan.
luas, - ersﬂ/ Ioka31 dan perklraan mlau harga sewa secara

keseluruhan, B , , . ‘
Dalam rangka pengawasan ' t'erhadap' ,sumber-sumber '

, pendapatan Desa, maka sebelum dilaksanakan sewa, lelang, |
~ pengelolaan tahunan terhadap tanah milik desa, Kepala Desa
‘terlebih dahulu meminta persetujuan ketua BPD terhadap lokasi, L
~harga dasar sewa/ lelang/pengelolaan tanah milik desa. =
Selanjutnya dltetapkan dengan Peraturan Kepala Desa tentang - T
pengelolaan, sewa tanah milik desa yang memuat mekanisme: o
_lelang, panitia Ielang, Jumlah persil, ukuran dan Ioka81 denganv R
memperhatlkan peraturan perundang—undangan, e

:*-"Hasﬂ penyewaan /pengelolaan tanah milik desa dlmasukkan ke
- dalam rekemng atas nama pemenntah desa dan nomor rekemng ,
- tidak dapat dlubah kecuah alasan tekms perbankan

- Perjanjian sewa terhadap semua tanah mlhk desa dllakukan oleh o
_Kepala Desa dengan plhak penyewa ‘ S »
g -‘Penetapan besaran tarif dalam Peraturan Desa tentang
“Pendapatan Desa dari Pasar Desa/Klos Desa, obyek'»". PR
."rekreas1/w1sata Desa, pemand1an umum Desa; }hutan Desa, =
- tempat- pemancmgan milik Desa dan kekayaan Desa lamnya B

- serta Peraturan Desa tentang Pendapatan Desa lamnya agar
’.f'dlsesualkan dengan Jasa pelayanan yang dlbemkan serta ‘

‘ ”‘memperhatlkan ekonomi dan kemampuan masyarakat sl
_ Pemerintah Desa agar secara konsisten tidak melaksanakan YL
 pemungutan yang tidak diatur. dalam Peraturan Desa dan / atau R
S di luar kewenangan desa, ST . - N
 Swadaya, part131pa31 masyarakat dan gotong royong yang berupa_,, o
}‘uang menjadi pendapatan dalam APB Desa sedangkan swadaya

e " dan partisipasi masyarakat yang tidak berbentuk uang dlcatat

) tersendln dalam buku swadaya/ part181pa31 masyarakat



- b

Kelompok transfer mehputl

- . 1) Dana Desa; : -
. 2) Bagian dari hasil pajak Daerah dan retnbu31 Daerah
. 3) Alokasi Dana Desa; : ,
. 4) Bantuan keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Provinsi; dan

- 5) Bantuan keuahgan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
PI‘OVII‘lSl dan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada angka 4)
dan S) dapat bersifat umum dan khusus. . :

Bantuan keuangan bersifat khusus dikelola dalam APB Desa, tetapi
tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70%
(tujuh puluh persen) dan paling banyak 30% (tlga puluh persen).

c. Kelompok pendapatan lain terdiri atas :

1) penerimaan dari hasil kerja sama DeSa,
2) penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
3} penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;

’ 4) koreksi kesalahan belanja tahun ' anggaran sebelumnya yangv

mengakibatkan penenmaan di kas Desa pada tahun anggaran
~ berjalan; :
5) bunga bank; dan ,
0) pendapatan Iam Desa yang sah

2. BelanJa Desa

Belanja Desa mehputl sem'uaf pengeluarén yang merupakan

'kcwa_uban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh
pembayarannya kembali oleh Desa. Belanja Desa dipergunakan untuk
mendanai penyelenggaraan kewenangan desa, mehputl 5 bldang yaltu

opooTp

Penyelenggaraan Pemerintahan Desas;

Pelaksanaan Pembangunan Desa;
Pembinaan Kemasyarakatan Desa;

Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan :
Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa. -
Belanja desa yang ditetapkan dalam APBDesa dlgunakan ,

‘proporsmnal dengan ketentuan sebagai berikut :

a.

Paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari Jumlah anggaran bclanja -
Desa digunakan untuk mendanai : , o ,

1) penyelenggaraan pemermtahan Dcsa,

2) pelaksanaan pembangunan Desa,

3) pembinaan kemasyarakatan Desa, dan -
4) pemberdayaan masyarakat Desa; | Y, |
paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran ‘
‘belanja Desa, digunakan untuk : '

1) Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
~ dan

2) tunjangan dan operasmnal BPD.



" Klasifikasi belanja Desa dlbagl dalam sub bldang dan kegiatan sesuai
| dengan kebutuhan desa, meliputi : . '
- a. Bidang Penyelenggaraan pemenntahan Desa terdm atas sub bldang

) Penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan
~ operasional Pemerintahan Desa; - . :
2) sarana dan prasarana Pemerintahan Desa, _ : :
3) administrasi - kependu_dukan, pencatatan : sipil, statistik, dan -

kearsipan; | '

4) tata praja Pemerlntahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan,‘
- dan . :
- 5) pertanahan. :
~ b. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa d1bag1 dalam sub bldang
1) pendidikan;
- 2) kesehatan; ‘

3} pekerjaan umum dan penataan ruang,

4) kawasan permukiman; L

~ 5) kehutanan dan lingkungn hidup; o

' 6) perhubungan, komunikasi dan informatika;

7) energi dan sumberdaya mineral; dan | |

. 8) pariwisata. ' ' ’
- ¢. Bidang pembinaan kcmasya.rakatan Desa terdiri dari sub bidang :
.~ 1) ketentraman, ketertiban, dan perhndungan masyarakat;

2) kebudayaan dan keagamaan; :
. 3) kepemudaan dan olah raga; dan
~ 4) kelembagaan masyarakat '
- d. Bidang pemberdayaan masyarakat Desa terdm atas sub bldang T
1) kelautan dan perikanan; o ,
2) pertanian dan peternakan;
3) peningkatan kapasitas aparatur Desa; :
4) pemberdayaan perempuan, perhndungan anak dan keluarga, o
5) koperasi, usaha mikro kecil, dan menengah; o
6) dukungan penanaman modal; dan
~7) perdagangan dan perindustrian. :

e. Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak
Desa terdiri dari sub bidang :

1) penanggulangan bencana;
2) keadaan darurat; dan =~
3) keadaan mendesak.-

Sub bidang sebagalmana tersebut di atas d1bag1 dalam kegiatan

sesuai kebutuhan desa, meliputi :
a. Belanja pegawal, - = :
Belanja pegawai dlanggarkan untuk- pengeluaran penghasxlan ”

tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi

- Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta tunjangan BPD. Belanja pegawai '
dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
~Belanja pegawali pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan. Pembayaran
' jaminan sosial sebagaimana  dimaksud diatas disesuaikan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan APBDesa.



b Belanja barang/Jasa, , '
: Belanja barang/jasa dlgunakan untuk pengeluaran bag1
. pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua
belas) bulan. Belanja barang/jasa dlgunakan untuk
- 1) operaswnal Pemerintah Desa;
_ 2) pemeliharaan sarana dan prasarana Desa, o
- 3) kegiatan sosialisasi/rapat/ pelatlhan/ blmbmgan tekms,
- 4) operasional BPD;
. 5) insentif Rukun Tetangga (RT) / Rukun Warga (RW); dan
6) pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
I | Insentif RT/RW sebagaimana dimaksud diatas merupakan
- bantuan uang untuk operasional lembaga RT/RW dalam pelaksanaan
.tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan,
- ketentraman, ketertiban, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
. Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat
 sebagaimana  dimaksud dlatas dilakukan untuk _menunjang'
~ :pelaksanaan keglatan Desa. :
 c. Belanja modal; _ :
. Belanja modal dlgunakan untuk pengeluaran pengadaan barang
~ yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah
"aset desa. Pengadaan barang d1gunakan untuk kegiatan
- penyelenggaraan kewenangan Desa ' '
- d. Belan_;a tak terduga. ’

: " Belanja tak terduga merupakan belanja untuk kegiatan pada sub

~ bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan

mendesak yang berskala lokal Desa. ' ,

1) Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana,
keadaan darurat, dan keadaan mendesak sebagaimana dimaksud di
atas paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:

a) ‘bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah
Desa dan tidak dapat d1pred1k31kan sebelumnya;
"~ b) tidak dlharapkan terjadi berulang; dan/atau
¢) berada di luar kendali Pemerintah Desa. |
~ 2) Kegiatan pada sub bidang 'penanggulangan ‘bencana sebagaimana
~ dimaksud diatas merupakan -upaya tanggap darurat aklbat
terjadinya bencana alam dan bencana sosial.

3) Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat sebagmmana dimaksud
diatas merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena
adanya kerusakan dan/atau  terancamnya penyelesalan
pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang
‘menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat..

4) Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan upaya
pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat
miskin yang mengalarm kedaruratan '

3 Pemblayaan :
' Pemb1ayaan Desa merupakan semua penenmaan yang perlu dibayar
~ kembali dan/atau pengcluaran yang akan diterima kembali, baik pada -
tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran
berikutnya. = - '



v ,'v",""”a'. Pemblayaan Desa terdlrl atas kelompok STl |
© 1) Penerimaan pemb1ayaan | e
. 2) Pengeluaran pembiayaan
- b. Penerimaan pembiayaan terdiri dan
1) SiLPA tahun sebelumnya; =
-,'2) pencaxran dana cadangan; dan . o L
3)  hasil penjualan kekayaan Desa yang dlplsahkan kecuah tanah ’
e dan bangunan S . -
Ce SILPA terjadi . karena adanya pelampauan penenmaan pendapatan
. terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana keglatan yang
-, - belum selesai atau lanJutan . - :
. d. SiLPA merupakan penerimaan pemb1ayaan yang dlgunakan untuk :
) ‘Menutupi defisit anggaran apabﬂa reallsa31 pendapatan lebih. kecﬂ
. daripada realisasi belanja; : S
. '2) ‘Mendanai kegiatan yang belum selesa1 atau lanJutan, T |
© “e.. Pencairan dana cadangan dlgunakan untuk mendanai keglatan yang
. penyediaan dananya tldak dapat sekahgus dlbebankan dalam 1 (satu)
' tahun anggaran. = |
- f. Hasil penjualan kekayaan desa yang dlplsahkan dlgunakan untuk .
.. menganggarkan pengganti penjualan kekayaan desa yang dlplsahkan o
8. Pengeluaran pembiayaan terdiri dari : | o »
- 1) Pembentukan Dana Cadangan; - E
2) Penyertaan Modal Desa; dan
- 7 3) Pembayaran utang desa. L |
e h Pemermtah Desa dapat mernbentuk da_na cadangan untuk mendanai

- keg1atan yang penyediaan dana.nya tidak dapat sekahgus/ sepenuhnya ‘, o

" dibebankan dalam satu tahun anggaran. | | o
'~ i. Pembentukan dana cadangan dltetapkan dengan peraturan - Desav :
‘pallng sedikit memuat : L S = ‘ -
1) Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, _ :
2) Program dan keglatan yang akan dibiayai dari dana cadangan
3) ‘Besaran dan rmc1an tahunan dana cadangan yang harus
. dxanggarkan, G g o
RN 4) Sumber dana cadangan dan -
. 5) Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan

e " j.” Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari peny131han atas"'_:, o
B penerlmaan Desa, kecuall dari penerimaan yang penggunaannya telah B
- ditentukan - secara khusus berdasarkan peraturan perundang- B

© 'undangan. RN - |
ko Pembentukan dana cadangan dltempatkan pada rekemng tersendm
coL ‘Penganggaran dana cadangan ‘ tldak meleb1h1 akhlr tahun masa
R Jabatan Kepala Desa :

e

D TEKNIS PENYUSUNAN APB DESA

Dalam menyusun APBDes, Pemermtah Desa dan BPD perlu

memperhatlkan hal-hal teknis sebaga1 benkut v : -

1 Pemerintah - Desa menyusun dan menetapkan APBDes secara tepat
waktu, ya1tu palmg lambat 1 (satu) bulan setelah APBD Kabupaten
dltetapkan S



2

Pemermtah Desa agar memenuh1 Jadwal proses pcnyusunan APB Desa,”f.}g_i o
;fmulal dari penyusunan, penyampman kepada BPD dan pcrsetujuan " ER
'»,»'BPD.,.. C B
.‘:"'Secara materi perlu s1nkronlsa81 antara Rencana Kerja Pemenntah Desa' B
~ (RKP desa) dengan APBDes sehlngga APB Desa merupakan wujud SR
~ keterpaduan seluruh program Nasional, Daerah dan Desa dalam- upaya = .
penlngkatan pelayanan umum dan kesejahtcraan rnasyarakat didesa. -~
. Perubahan APBDesa tahun anggaran beljalan diupayakan dilakukan P
._-Setelah penctapan ‘Peraturan - Desa ‘tentang Pertanggung]awaban S

Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran sebclumnya Dalam hal laporan‘» -

pertanggung]awaban terlambat | dltetapkan Pemerlntah Desa tetap

" melakukan Perubahan APBDes sesuai dengan jadwal waktu yang',-':"". e
d1tetapkan Program dan keglatan yang dltampung dalam perubahan

. APBDesa agar. memperhltungkan sisa waktu pelaksanaan APBDesa |

. “.V»}_ftahun anggaran berjalan

E PERUBAHAN APB DESA

1. . S
" a. keadaan yang menyebabkan harus d11akukan pergerseran antar o

R Perubahan APBDesa dapat dxlakukan apabﬂa teljadl

¢ jenis belanja, o
b. keadaan yang menyebabkan sisa leblh perh1tungan anggaran (SllPA)
T tahun sebelumnya harus d1gunakan dalam tahun berjalan, ,

c. ..‘keadaan darurat; dan

d. keadaan luar blasa

.” Perubahan APB Desa hanya dapat dllakukan 1 (satu) kah dalam 1 (satu) -

- tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

. Perubahan APB Desa terjadl bila pergerseran anggaran yaltu pergeseran o
- antar jenis belanja dapat dllakukan dcngan cara merubah peraturan

~ desa tentang APB Desa. - I L
. Penggunaan SllPA tahun sebelumnya dalam perubahan APB Desa, ya1tu con
~ keadaan yang menyebabkan sisa - leblh perhltungan anggaran (SllPA)‘

‘ tahun sebelumnya harus dlgunakan dalam tahun berjalan.

Selanjutnya tata cara pengajuan perubahan APB Desa ad-alah Samav»-,
dengan tata cara pelaksanaan penetapan APB Desa o :

F PELAPORAN

1

2

3

Kepala Desa menyampmkan Iaporan pelaksanaan APB Desa semester‘:,

pertama kepada Bupau melalm camat. - e
Laporan sebagaimana dlmaksud pada nomor 1 terdm dan s
a. laporan pelaksanaan APB Desa dan ' :

" b. laporan realisasi keglatan ’

Kepala Desa menyusun laporan sebagmmana d1maksud pada angka 2 v .
- .dengan cara menggabungkan seluruh laporan Kaur dan Kasi pelaksana S

keglatan palmg lambat mmggu kedua bulan J uh tahun bexjalan

G PERTANGGUNGJAWABAN APB Desa

1.

Kepala Desa menyampalkan laporan pertanggung]awaban reallsa31 APB ‘
Desa kepada Bupatlhmbeblalull camat setlap a_khlr tahun anggaran..



2 Laporan pertanggung;awaban sebagaJmana dlmaksud pada angka 1=-
"dlsampaukan pahng lambat 3 (tlga) bulan setelah akhlr tahun anggaran L

‘_‘.Evberkenaan yang dltetapkan dengan Peraturan Desa. o
| 3. .;;Peraturan Desa sebagalmana dlmaksud pada angka 2 dlsertal dengan
. a. laporan keuangan, terdiri atas: . :
oIy laporan realisasi APB Desa; dan
. 2) catatan atas laporan keuangan e
- [ib.*laporan realisasi kegiatan; dan e o

S ': . _oﬁ' daftar program. sektoral program daerah dan program Iamnya yang o

. masukkeDesa. . |

4. '?"Laporan Pertanggung]awaban sebagalmana dlmaksud dalam angka 1
o i,merupakan bagian dari. laporan penyelenggaraan Pemenntahan Desa
akhir tahun anggaran ' -

H HAL—HAL KHUSUS LAINNYA . : : : ' : |
-~ Pemerintah Desa dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran, ‘

berjalan, selain memperhatlkan kebijakan dan tekms penyusunan APB Desa ~ -

Juga memperhatlkan hal-hal lain sebagai berikut :
Sl Pemerlntah Desa harus memperhatlkan dampak 'sosial dan ekonomi
o masyarakat serta: terhambatnya pembangunan desa akibat pandemi
- Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) pada tahun anggaran bexjalan
agar melakukan langkah langkah, antara lain : '
- a. Mempertajam alokasi anggaran secara eﬁswn dan selektlf mungkm :

~ . dengan membenkan perhatlan khusus pada pemulihan ekonoml‘ S
masyarakat desa, pelaksanaan program . prioritas nasronal sesualv o

e kewenangan Desa, dan adapta31 kebiasaan baru di Desa.

b. Mendorong Pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan. Dan KeseJahteraan‘ e
" Keluarga (PKK) scbagai salah satu Lembaga Kemasyarakatan Desa

o (LKD) yang bertujuan untuk memberdayakan ‘perempuan sebagai

- motor penggcrak ekonomi - masyarakat dalam umt terkecil, yaitu .

D keluarga Maka “dari itu . Pemerintah Desa d1harapkan dapat
BRI 'rnemfasxhtam ‘penyediaan anggaran PKK dalam melaksanakan 10
o Program Pokok PKK yang bersumber dari: S B
1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),
- 2) Anggaran Pendapatan dan BcIanJa Daerah (APBD]); : o
f - 3) Anggaran Pcndapatan dan Belanja Desa (APBDesa), el
~ 4) Sumber pendapatan lain yang sah. o o

e ‘Memberikan perhatlan khusus untuk penganggaran Bldang dan", S

' Kegiatan, yaitu : e R :
1) Bidang Penyelenggaraan Pemermtahan Desa o :
R a) Pemenuhan Penghasrlan Tetap. Kepala Desa dan Perangkat '

- Desa sebagarmana telah diatur. pada Peraturan Pemerintah

._'r',v*Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan _
»_‘Undang-Undang Nomor 6 Tahun' 2014 -tentang Desa.

‘sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang

T -Perubahan Kedua atas 'Peraturan Pemerintah Nomor 43

. ;Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor6Tahun 2014 tentang Desa SR



o

d)-
" Penyediaan 0peras1onal BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-

g
. Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra—
- Musrenbangdes, dll., bersifat regular); '

o "

1

a)
b)

Pcmehuhan Jaminan Kesehatan ‘bagi Kepala Desa dan

Perangkat Desa sebagaimana telah diatur pada Peraturan

Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

‘Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan :

Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang
Jaminan Kesehatan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan

Pembayaran iuran Jaminan Kesehatan bagl Kepala Desa dan

} Perangkat Desa;

Penyediaan Operasional Pemenntah Desa (ATK, Honorarium
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa {PKPKD)
dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD),
perlengkapan perkantoran, pékaian dinas/atribut,
listrik/telpon, dll); E

Penyediaan Tunjangan BPD;

minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam,
perjalanan dinas, listrik/telpon, dll); - '

" Penyediaan insentif/Operasional RT/RW;

Penyelenggaraan musyawarah - Perencanaan

Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJM Desa/ RKP
Desa,dll); ‘ '
Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/APBDes
Perubahan/ Laporan Pertanggung;awaban APBDes, dan'
seluruh dokumen terkait);

- Pengelolaan/ Admlmstra31 / 1nventansa81 / Penilaian Aset Desa

Penyusunan Laporan Kepala ~ Desa/Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan -
akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun

‘anggaran, informasi kepada masyarakat); ,
-Penguatan- Sistem Informasi Desa, dan penyedlaan Med1a

informasi terhadap pelaksanaan Pemba.ngunan Desa dalam
hal Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pembangunan Desa,
Pembinaan ‘Kemasyarakatan, Pcmberdayaan Masyarakat
Desa dan hal-hal yang berhubungan dengan Penanggulangan
Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa; dan

m] Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas Desa.
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa:

Pembinaan Lembaga Adat; -

Pembmaan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa
(LKMD)/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
(LPM)/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD),
Pembinaan PKK;

Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan, dan
Penguatan Ketenteraman, Ketcrtlban Umum, dan

. Perhndungan Masyarakat



,7.

Kexj'asama'désa'daiam' penyélenggaraan pemeﬁntahan; pembahguhan

dan kemasyarakatan yang melibatkan beberapa desa untuk peningkatan
pelayanan kepada masyarakat secara lebih efektif dan efisien,
pemerintah desa dapat menyusun program dan keglatan melalui pola

kerja sama antar desa. : : _
Dalam rangka penganggaran keglatan yang pelaksanaannya leblh dari
satu tahun anggaran (multi years), maka untuk menjaga kepastian
kelanjutan penyelesaian pekerjaan terlebih dahulu dibahas dan disetujui
bersama antara Pemerintah Desa dan. BPD, dan masa waktu

- penganggaran dan .pelaksanaannya dibatasi maksimum sama dengan

10

sisa masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan.
Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas

pengelolaan keuangan desa, diharapkan kepada para Kepala Desa untuk
dapat melakukan langkah-langkah yang diperlukan guna dapat
meningkatkan kualitas sistem pengendahan internal dan mematuhl o
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka implementasi program percepatan pemberantasan korupsi

~ sebagaimana telah diamanatkan dalam Surat Komisi Pemberantasan

Korupsi Repubhk Indonesia Nomor : B/7508/01-16/ 08/2016 tanggal 31
Agustus 2016 hal himbauan terkal_t Pengelolaan Keuangan Desa/Dana -
Desa, kepada Kepala Desa untuk segera : | |

a. menerapkan prinsip-prinsip tata kepememntahan yang baik; _

~ b. meningkatkan pelayanan publik dan meniadakan pungutan liar

- dalam pelaksanaannya;

c. bersama-sama dengan BPD melakukan pencegahan terhadap
‘kemungkinan terjadinya . kebocoran keuangan Desa baik yang
‘bersumber dan APBN, APBD PADesa maupun sumber keuangan i
lalnnya :

BUPATI KARANGANYAR,
ttd
JULIYATMONO

e




